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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi 

itu adalah sebagai berikut. 

A. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ



 

vi 
 

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‟ Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M م

 

 

Em 

 

 

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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B. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  a = أ

 ī = إي ai = أ ي i = أ

 ū = أو au = أو u = أ

C. Ta Marbutah  

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis  mar‟atun jamīlah  مر أة جميلت

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh : 

 ditulis  fātimah  فا طمت

D. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh: 

 ditulis  rabbanā ر بنا

 ditulis  al-birr  البر

E. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
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Contoh: 

 ditulis  asy-syamsu  الشمس

 ditulis  ar-rojulu  الر جل

 ditulis  as-sayyidah  السيد ة

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

  ditulis  al-qamar  القمر

 ‟ditulis  al-badi  البد يع

 ditulis  al-jalāl  الجلا ل

F. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah 

itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/. 

 Contoh:  

 ditulis  umirtu  أ مرث

 ditulis  syai‟un  شيء
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MOTTO 

 

“Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” 

-QS. ALI- IMRAN : 159- 

 

Kuatkan tekad agar keinginanmu tercapai dan kuatkan prinsip agar tidak 

tergoyahkan oleh hal apapun. 

-Sepsy Arfiana- 
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ABSTRAK 

Sepsy Arfiana. 2024. Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal 

dalam Analisis Akad Mudharabah di Pelabuhan Batang. Skripsi Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam KH. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Abdul Hamid, M.A. 

Hukum Positif telah mengatur ketentuan akad mudarabah dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah pasal 252 bahwa ”Kerugian usaha dan kerusakan barang 

dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian 

mudharib, dibebankan pada pemilik modal.” Kerugian usaha dan kerusakan 

barang dagangan dalam kerja sama mudarabah yang terjadi bukan karena 

kelalaian mudarib  (Nelayan), dibebankan pada pemilik modal. Akan tetapi, hal 

tersebut berbeda dalam penerapan di Pelabuhan Batang yaitu pembebanan 

kerugian justru di bebankan bersama nelayan dan pemilik kapal. Pembebanan 

risiko kerugian nelayan diambil dengan cara pengurangan upah nelayan dari 

kesepakan akad di awal. Sehingga ini, tidak sesuai dengan konsep dan akad 

mudarabah. Bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal terhadap hasil melaut yaitu 

50% : 50% setelah dikurangi untuk perbekalan peberangkatan selanjutnya. 

Namun, 50% untuk nelayan dibagikan terhadap seluruh nelayan yang ikut dalam 

pelayaran pencarian ikan kapal tersebut. Sehingga, menurut dugaan penulis bagi 

hasil tersebut tidak mencerminkan asas keadilan Hukum Ekonomi Syariah dan 

ketentuan akad mudarabah sebagaimana yang ada di dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah Pasal 252. 

Dalam metodologi penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang 

sifatnya pendekatan lapangan. Metode kualitatif adalah metode yang analisisnya 

tidak membuat kesimpulan apa pun dari data numerik yang didistribusikan secara 

sistematis (angka) namun, data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. 

Kajian saat ini menekankan perlunya melakukan analisis dinamis terhadap 

fenomena yang dikaji dengan menggunakan logika Islam. Metode pengumpulan 

datanya dilakukan secara perlahan dan sengaja dengan cara menghubungi 

responden baik melalui wawancara (interview), observasi maupun melalui 

dokumentasi wawancara kepada para nelayan dan pemilik kapal. Pengumpulan 

data dilakukan di lokasi yang sama dengan pengumpulan data, sehingga perlu 

ditentukan apa yang dikumpulkan. Dalam penelitian apapun, langkah pertama dan 

satu-satunya yang harus dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data. Sumber 

data berupa data primer di peroleh dengan teknik observasi dan data sekunder 

berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier terdiri dari Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, jurnal, karya ilmiah, buku, Al-Qur‟an dan hadist.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Praktik kerja sama bagi hasil 

antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang belum dapat dikatakan adil 

secara ketentuan akad mudarabah, terdapat kerugian maka hal itu ditanggung dari 

pemilik modal (pemilik kapal) akan tetapi pembebanan kerugian justru di 

bebankan bersama nelayan dan pemilik kapal. Pembebanan risiko kerugian 

nelayan diambil dengan cara pengurangan upah nelayan dari kesepakan akad di 

awal. Jelas tidak sesuai dengan akad mudarabah yang telah diatur sedemikian 
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rupa pada pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2) Hukum Ekonomi 

Syariah mengenai sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan 

Batang segi hukum Islam akadnya sah namun syaratnya batal menurut Imam 

Hanafiyah.  

Apabila terdapat syarat yang tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan 

maka syaratnya batal akan tetapi akadnya sah. Kerugian dalam mudharobah 

menjadi tanggung jawab dari pemilik kapal. 

Kata Kunci: Akad Mudarabah, Nelayan dan Pemilik Kapal.  
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ABSTRACT 

Sepsy Arfiana. 2024. Profit Sharing System between Fishermen and Ship 

Owners in Analysis of Mudharabah Agreements at Batang Port. Thesis Sharia 

Economic Law Study Program Faculty of Sharia State Islamic University KH. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Abdul Hamid, M.A. 

Positive Law has regulated the provisions of the mudaraba contract in the 

Compilation of Sharia Economic Law article 252 that "Business losses and 

damage to merchandise in a mudharabah collaboration that occur not due to 

negligence of the mudarib, are borne by the owner of the capital." Business losses 

and damage to merchandise in mudarabah cooperation that occur not due to 

negligence of the mudarib (Fisherman), are borne by the owner of the capital. 

However, this is different in its implementation at Batang Port, namely that the 

burden of losses is actually shared with fishermen and ship owners. The risk of 

losses for fishermen is taken by reducing the fishermen's wages from the initial 

contract agreement. So this is not in accordance with the concept and agreement 

of mudarabah. The profit sharing applied by ship owners to fishing results is 

50%: 50% after deducting supplies for the next departure. However, 50% for 

fishermen is distributed to all fishermen who take part in the ship's fishing voyage. 

So, according to the author's suspicion, the profit sharing does not reflect the 

principles of justice of Sharia Economic Law and the provisions of the mudarabah 

agreement as contained in the Compilation of Sharia Economic Law Article 252. 

In this research methodology, a qualitative approach is used which is a field 

approach. The qualitative method is a method whose analysis does not make any 

conclusions from systematically distributed numerical data (numbers), but 

descriptive data in the form of written or spoken words. The current study 

emphasizes the need to carry out dynamic analysis of the phenomena studied 

using Islamic logic. The data collection method was carried out slowly and 

deliberately by contacting respondents either through interviews, observation or 

through documentation of interviews with fishermen and ship owners. Data 

collection is carried out in the same location as the data collection, so it is 

necessary to determine what is being collected. In any research, the first and only 

step the researcher must take is to collect data. Data sources in the form of 

primary data were obtained using observation techniques and secondary data in 

the form of primary, secondary and tertiary legal materials consisting of Sharia 

Economic Law Compilations, journals, scientific works, books, the Al-Qur'an and 

hadith. 

The results of this research conclude that: (1) The practice of profit 

sharing cooperation between fishermen and ship owners at Batang Port cannot be 

said to be fair according to the provisions of the mudarabah contract, if there is a 

loss then it is borne by the capital owner (ship owner) but the burden of losses is 

actually on share the burden with fishermen and ship owners. The risk of losses 

for fishermen is taken by reducing the fishermen's wages from the initial contract 

agreement. It is clearly not in accordance with the mudarabah agreement which 

has been regulated in such a way in article 252 of the Compilation of Sharia 

Economic Law. (2) Sharia Economic Law regarding the profit sharing system is 

valid. Losses in mudharobah are the responsibility of the ship owner. 

  

Keywords: Mudarabah Agreement, Fishermen and Ship Owners. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nelayan bukan hanya satu kesatuan, melainkan terdiri dari kelompok 

atau golongan. Nelayan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu nelayan buruh, 

nelayan perseorangan, dan nelayan juragan (pemilik kapal). Nelayan buruh 

yaitu orang yang menggunakan alat tangkap milik orang lain, golongan ini 

tergantung pada lingkungan (gelombang, cuaca, dan musim) serta faktor 

produksi (teknologi peralatan dan modal pemilik) dan juragan pemilik 

modal, serta jumlah hasil yang tergantung pada seberapa besar biaya 

operasi sesudah dikurangi biaya operasi kemudian dibagi dengan juragan 

(bagi hasil). Nelayan perorangan adalah nelayan yang dalam 

pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain dan ia juga memiliki 

peralatan tangkap sendiri. Nelayan juragan adalah pihak yang memiliki 

peralatan penangkapan dan yang ik`mengoperasikannya adalah orang lain 

(nelayan lain).
1
 

Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah memiliki pelabuhan kapal 

ikan dan nelayan yang dinamakan Pelabuhan Batang. Sebelumnya 

Pelabuhan Batang diproyeksikan sebagai pelabuhan batubara PLTU. 

Namun, pada akhirnya pihak PLTU membuat pelabuhan sendiri. Pelabuhan 

ini dikhususkan untuk kapal-kapal curah dan barang seperti halnya besi dan 

lainnya. Pelabuhan Batang memiliki dua (2) dermaga untuk menampung 

                                                           
1
 Apridar, “Ekonomi Kelautan Penelitian Kualitatif ”,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011),  11. 
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Kapal Tongkang Kabut dengan kapasitas maksimal 300 FT serta kedalaman 

laut 5,9 meter.
2
  

Terdapat praktik kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di 

Pelabuhan Batang. Kerja sama tersebut berlangsung kira-kira selama satu 

bulan sampai tiga bulan berdasarkan sitem bagi hasil. Pemberian modal dari 

pemilik kapal berbentuk kapal, dan perbekalan melaut baik alat pancing, 

jaring ikan, obat-obatan ataupun bahan makanan untuk hidup di laut. Dalam 

kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan ini paling 

mendekati atau hampir sama dengan akad mudarabah. Namun, dalam 

realitanya pekerja atau nelayan dibebani resiko kerugian yang bukan karena  

kelalainnya. Faktor yang menyebabkan resiko kerugian tersebut antara lain 

bencana alam, dan kapal bocor akibat adanya benturan dari ikan besar. 

Sedangkan resiko kerugian yang dibebankan kepada nelayan yaitu 

pengurangan upah. Sehingga ini, tidak sesuai dengan konsep dan akad 

mudarabah. Bagi hasil yang diterapkan pemilik kapal terhadap hasil melaut 

yaitu 50% : 50% setelah dikurangi untuk perbekalan peberangkatan 

selanjutnya. Namun, 50% untuk nelayan dibagikan terhadap seluruh 

nelayan yang ikut dalam pelayaran pencarian ikan kapal tersebut. Sehingga, 

menurut dugaan penulis bagi hasil tersebut tidak mencerminkan asas 

keadilan Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan akad mudarabah 

sebagaimana yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 

252. 

                                                           
2
Shipsapp Indonesia, “Pelabuhan Batang”, ShipsApp, 15 Juni 2022, 

https://shipsapp.co.id/Pelabuhan/batang.html  

https://shipsapp.co.id/Pelabuhan/batang.html
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Perjanjian pem bagian keuntungan dalam sistem bagi hasil yang ada 

di Pelabuhan Batang ini umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling 

percaya. Pada dasarnya pembagian keuntungan ini tergantung dari 

kesepakatan bersama menurut adat setempat yang dilakukan secara turun-

temurun. Mereka hanya menggunakan sistem bagi hasil yang telah berlaku 

pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati 

bersama tanpa ada hitam di atas putih. Hasil keuntungan melaut yang 

diperoleh nelayan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara nelayan dengan 

pemilik kapal. 

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi beliau pernah melakukan 

kerja sama bagi hasil dengan Siti Khadijah yaitu Siti Khadijah sebagai 

pemilik modal dan Rasulullah sebagai pengelola. Siti Khadijah 

menyumbangkan modal besar untuk keperluan perjalanan dagang 

Rasulullah, sedangkan rasul sendiri menyumbangkan tenaga dan 

keahliannya dalam berdagang. Keuntungan dari hasil dagang tersebut 

dibagi secara merata dan apabila mengalami kerugian maka ditanggung 

secara bersama.
3
 

Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah juga mengenal kerja sama 

dengan sistem bagi hasil, baik dalam bentuk usaha produktif ataupun 

perbankan yang dikenal dengan nama mudarabah. Sistem bagi hasil ini 

merupakan bentuk kerjasama antara pihak penyedia modal dengan pihak 

pengelola yang mempunyai keahlian yang berhubungan dengan usaha 

tersebut sehingga tujuan perekonomiannya tercapai, dan apabila terdapat 

                                                           
3
 Singgih Muheramtohadi, “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan 

UMKM di Indonesia”, Muqtasi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 8 (1), UIN Walisongo 

Semarang, 2017,  67. 



4 
 

 

keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan. Menurut istilah bagi 

hasil (mudarabah) adalah akad kerja sama antara dua pihak yaitu pihak 

pertama menyediakan seluruh (100%) modal yang disebut sebagai shohibul 

maal, sedangkan pihak kedua (lainnya) menjadi pengelola dalam kerja 

sama dengan sistem bagi hasil tersebut. 

Dalam mudarabah keuntungan usaha dibagi sesuai dengan 

kesepakatan yang ada dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian 

maka pemilik modal yang harus menanggungnya selama kerugian itu bukan 

akibat dari kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu terjadi karena 

kelalaian pengelola atau ada kecurangan dari pengelola maka, pengelola 

yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
4
 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di 

tinjau dari akad mudarabah. Maka, untuk mengetahuinya perlu dilakukan 

sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai kerja sama tersebut. 

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul 

Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal dalam Analisis 

Akad Mudharabah di Pelabuhan Batang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaiman praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik 

kapal di Pelabuhan Batang? 

                                                           
4
 Muhammad Syafi‟i Antonio, “Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek” (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002), 95. 
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2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi 

hasil yang berlaku dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik 

kapal di Pelabuhan Batang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan 

pemilik kapal di Pelabuhan Batang. 

2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi 

hasil yang berlaku dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik 

kapal di Pelabuhan Batang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut; 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Diharapkan penilitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 

penerapan akad mudharabah bagi semua jenis kerja sama, 

khususnya yang berkaitan dengan kerja sama antara nelayan dan 

pemilik kapal dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang sesuai 

dengan ketentuan akad mudharabah. 

b. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan bahan referensi bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

tentang sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. 

2. Kegunaan Praktis 
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Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi bagi 

para pihak yang menjalankan kerja sama antara nelayan dan 

pemilik kapal dan sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana 

Hukum. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Akad Mudarabah 

a. Pengertian Akad Mudarabah 

Asal mula kata Mudarabah yaitu al-darab atau disebut 

juga qirad. Berasal dari kata al-qardu, artinya alqat‟u 

(memotong) karena sebagian harta pemilik akan dipotong untuk 

usaha dan mendapat sebagian keuntungan. Menurut para Fuqaha, 

mudarabah yaitu akad antara dua pihak (orang) yang saling 

menanggung. Salah satu pihak memberikan hartanya kepada 

pihak lain untuk dijual dengan keuntungan yang telah ditentukan, 

seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat tertentu yang 

telah disepakati. Disimpulkan bahwa akad mudarabah atau qirad 

yaitu perjanjian antara pemilik modal (harta) dan pengelola modal 

dengan syarat kedua pihak mendapatkan keuntungan sesuai 

jumlah yang disepakati.
5
 Dasar hukum akad mudarabah terdapat 

dalam Al-Qur‟an, Al-Hadits, Fatwa Sahabat, Ijma‟, dan Qiyas. 

 

 

b. Rukun Mudarabah 

                                                           
5
 Zaenudin A.Naufal, “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer” (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012 ), 14. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudarabah. 

Rukun mudarabah menurut ulama Hanafiyah yaitu ijab dan kabul 

dari pihak yang berakad, tidak ada syarat tertentu. Namun, akad 

sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian 

mudarabah. Menurut Pandangan Jumhur, ada empat rukun, yaitu 

Aqidah (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pengeloa dan 

pemilik modal; Ma'qua'alaih (objek akad) yang terdiri dari 

modal, usaha, dan keuntungan; dan Sighat (ijab dan qabul).
6
 

Transaksi yang menggunakan prinsip mudarabah harus memenuhi 

rukun mudarabah, antara lain:  

1) Pemodal (pemilik barang) yang menyerahkan barang tersebut 

2) Pengelola (orang yang bekerja), yaitu bertugas mengelola 

barang yang diterima dari pemodal.  

3) Akad mudarabah harus dilakukan oleh pemodal bersama 

dengan pengelola barang.  

4) Mal, yaitu modal utama (aset). 

5) Amal yaitu pekerjaan mengelolaan harta untuk mendapatkan 

keuntungan (laba) 

6) Laba (keuntungan).
7
 

 

 

c. Konsep Bagi Hasil dalam Mudarabah 

                                                           
6
 Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan 

Syariat” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015 ), 208. 
7
 Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah“, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 139.. 
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  Menurut para Imam Madhzab (Shafi‟i, Hambali, Maliki, dan 

Hanafi) bahwa sistem bagi hasil muḍārabah ditentukan dalam bentuk 

serikat atau umum. Misalnya sepertiga atau setengah dari jumlah 

keuntungan dalam usaha (dari laba kotor). Akad tersebut akan menjadi 

batal atau tidak sah apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan 

secara khusus. Mudarabah tidak sah jika pembagian keuntungannya 

tidak jelas. Misalnya, akan dikatankan tidak sah jika investor 

memberikan modal dengan syarat bahwa dapat memilih setengah atau 

sepertiga dari keuntungannya sebagai bagian milik mudarib, karena 

ketentuan bagi hasilnya tidak pasti. Begitupula akad yang pembagian 

keuntungan tidak ditentukan namun sebaliknya, kebijaksanaan 

ditentukan hanya satu pihak saja ketika pembagian keuntungan juga 

dianggap tidak sah karena akad itu dipandang sebagai akad sewa. 

d. Resiko Kerugian dalam Akad Mudarabah 

Risiko adalah segala sesuatu yang pasti ditanggung oleh pihak 

yang melakukan akad. Shahib al-mal akan menanggung sepenuhnya 

risiko kerugian modal pokok akad qirad yang terjadi sebelum mudarib 

melakukan transaksi seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lain-lain 

yang bukan karena kelalaian mudarib.
8
 Dalam hal ini madzhab Hanafi 

dan Hambali sependapat bahwa pengusaha tidak wajib mengganti 

kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya. Jika pengusaha lalai maka 

ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul yang berarti wajib 

mengganti kerugian jika terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian 

                                                           
8
 Tim Laskar Pelangi, “Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep 

Interaksi Sosial-Ekonomi” (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 263. 
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bagi pemilik modal. Pemilik modal dapat menutut mudarib atas 

kerugian yang timbul karena dialah yang menerima amanah. Ketika 

akad itu dipenuhi, akad mudharabah menjadi rusak (fasid) karena 

bertentangan dengan kaidah mudarabah.
9
 

2.  Hukum Ekonomi Syariah 

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252 

  Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam 

kerjasama mudarabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudarib, 

dibebankan pada memlik modal.
10

 

b. Asas Hukum Ekonomi Syariah 

1) Asas Keadilan 

Dalam pelaksanaan asas ini dituntut untuk berlaku adil dalam 

keadaan apapun, memenuhi perjanjian yang telah disepakati dan 

memenuhi segala hak dan kewajibannya, tidak saling menzalimi 

dan dilakukan tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam 

perjanjian. Adil merupakan nilai dasar yang berlaku dalam 

kehidupan dan nilai adil juga merupakan pusat oriantasi dalam 

interaksi antar manusia. Jika keadilan dilanggar, maka akan 

terjadi ketidak seimbangan karena salah satu pihak akan dirugikan 

dan keuntungan yang diperoleh pihak lain hanya bersifat 

sementara. 

2) Asas Keseimbangan 

                                                           
9
 Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, “Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer, terjemah 

A. Syakur” (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2004), 98 
10

 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, “Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2009), 76. 
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Asas keseimbangan ini akan menimbulkan keteguhan dan 

kekukuhan, maksudnya adalah dalam hukum ekonomi syariah 

diharuskan agar tidak berat sebelah ataupun pilih kasih dalam 

pertimbangan subjektifnya. Melalui asas keseimbangan ini 

diharapkan para pihak mampu bersikap adil dalam segala 

tindakannya.
11

 

3) Asas Kesetaraan 

Asas kesetaraan adalah penerapan prinsip keadilan dalam 

bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai 

oleh sebagian orang saja tetapi harus adil dalam pembagian 

hartanya baik orang miskin ataupun kaya.
12

 

F. Penelitian yang Relevan 

 Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan beberapa 

literatur diantanya:  

 Skripsi yang ditulis oleh Dian Eka Wati, jurusan Ekonomi Syariah 

fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Intan Lampung (2018), 

dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Buruh 

Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif 

Ekonomi Islam”. Skripsi ini bermaksud memahami sistem bagi hasil 

antara pemilik bagan (sewa) dan buruh nelayan di Kecamatan Kota 

Agung. Hasil penelitian ini belum sepenuhnya menjalankan sistem 

pembagian hasil berdasarkan akad syirkah a‟maal/abndan dan 

                                                           
11

 Abdul Manan, “Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama “ (Jakarta: Kencana, 2016), 77-79. 
12

 Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang 

Tentang Perbankan Syariah“, Jurnal Asy-Syari„ah Vol. 20, No. 2, (2018): 8. 
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mudhᾱrabah tetapi masih menggunakan akad kerja sama secara turun-

temurun sistem bagi hasil yang dijalankan oleh pemilik bagan dan buruh 

nelayan. Pada kenyataannya sistem pembagian hasil antara warga 

Kecamatan Kota Agung dengan para pemilik kapal belum sepenuhnya 

memperhatikan pandangan Islam tentang keadilan sosial, pemerataan 

ekonomi, atau pembagian kekayaan, yang artinya melalui kerja sama ini 

belum bisa menmbantu perekonomian para nelayan dalam 

kesejahteraannya. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama  membahas 

praktik kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan. Perbedaannya yaitu 

pada skripsi yang ditulis oleh Dian Eka Wati membahas tentang sistem 

bagi hasi berdasarka akad syirkah a‟maal/abndan, sedangkan penelitian 

yang ditulis oleh penulis akan membahas secara spesifik mengenai akad 

mudharabah pada praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan 

pemilik kapal.
13

 

 Skripsi yang ditulis oleh Sari Multazam dari prodi Sosial Ekonomi 

Perikanan, fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 

Hasanuddin Makassar 2018 dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan 

Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin di Lonrea Kecamatan Tenate 

Riattang Timur Kabupaten Bone” tujuannya adalah untuk memahami 

kerja sama bagi hasil dan penghasilan nelayan pukat cincin yang 

diterapkan di PPI Lonrae. Penelitian ini berkaitan dengan kerja sama 

antara punggawa dan sawi yang menciptakan hubungan struktural yang 

                                                           
13

 Dian Eka Wati, “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Dalam 

Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam, Studi di Kecamatan Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Lampung: Perpustakaan 

UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
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releven. Selain itu, berpengaruh antar satu sama lain pada sistem yang 

tersirat namun dapat mendeskriminasi. Termasuk dalam kelompok 

nelayan yang menggambarkan sistem yang tidak merata dan sesuai 

dengan aturan bagi hasil.
14

 Persamaan penelitian Sari Multazam dengan 

penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian bagi hasil dan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian 

penulis terletak pada tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pendapatan dan pembagian hasil nelayan pukat cincin di PPI Lonrea 

Kabupaten Bone, sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan 

yaitu untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem kerja 

sama nelayan dan pemilik kapal yang ditinjau dari akad mudharabah. 

 Skripsi yang ditulis oleh Leny Novita Sary fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UIN Walisongo 2017 dengan judul penelitian “Sistem Kerja 

Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Presfektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak)”. Tujuannya untuk memahami sistem kerja sama 

antara pemilik perahu dan nelayan di desa Bungo dan bagaimana kerja 

sama yang dilakukan jika dilihat dalam sistem Ekonomi Islam. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya kerja sama antara kedua juragan, dimana 

juragan adalah individu yang memberikan sumbangan uang (pemodal) 

sedangkan nelayan secara keseluruhan hanya 126 orang. Namun, di 

bawah sistem kerja bersama, seorang juragan juga dapat setuju untuk 

bekerja dengan seorang nelayan. Sesuai dengan hukum Islam, jenis kerja 

                                                           
14

 Sari Multazam “Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa Sawi Unit Pukat Cincin di Lonrea 

Kecamatan Tenate Riattang Timur Kabupaten Bone”, Skripsi Program Studi Sosial Ekonomi 

Prikanan (Makasar: Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar, 2018). 
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sama ini disebut sebagai Syirkah selama pembagian manfaat kerja 

bersama, oleh karena itu dilarang menggunakan aturan yang tidak sesuai 

dengan hukum Islam. Kesamaan antara penelitian Leny Novita dengan 

penelitian saat ini adalah bahwa keduanya meneliti sistem kerja sama 

nelayan dengan pemilik kapal atau perahu. Sedangkan perbedaannya 

yaitu dalam  penelitian Leny Novita menitikberatkan pada akad syirkah, 

berbeda dengan penelitian penulis yang menggunakan akad mudharabah 

dan tempat penelitiannyapun berbeda dengan penulis.
15

  

G. Metode Penelitian
 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam metode penelitian hukum 

empiris atau bisa disebut  juga penelitian lapangan (field research), 

dimana bahan primernya dikaji memalui observasi dan sumber data 

lapangan. Penelitian yang dilakukan langsung terjun pada lokasi.
16

 

Penelitian lapangan tujuannya adalah menyelidiki secara intensif latar 

belakang dan interaksi sosial dari situasi saat ini baik individu, 

kelompok, lembaga, ataupun masyarakat.
17

 Penelitian hukum empiris 

(lapangan) pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan 

secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada saat 

penelitian ini dilakukan, dengan menggali data yang bersumber dari 

                                                           
15

 Leny Novita Sary, “Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam 

Presfektif Ekonomi Islam Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak”, Skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Islam (Semarang: Perpustakaan UIN 

Walisongo, 2017). 
16

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, “Metodelogi Penelitian Sosial“ ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), 4. 
17

 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

51. 
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pemilik kapal dan nelayan di Pelabuhan Batang. Sehingga 

memperoleh gambaran umum yang jelas dari narasumber tentang 

permasalahan tersebut dan memperoleh kesimpulan dari menganalisis 

Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang berlaku 

dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan 

Batang. 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam metodologi penelitian ini digunakan pendekatan 

kualitatif yang sifatnya pendekatan lapangan. Metode kualitatif 

adalah metode yang analisisnya tidak membuat kesimpulan apa pun 

dari data numerik yang didistribusikan secara sistematis (angka) 

namun, data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Kajian 

saat ini menekankan perlunya melakukan analisis dinamis terhadap 

fenomena yang dikaji dengan menggunakan logika Islam.
18

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi kerja sama antara pemilik kapal dan 

nelayan dalam analisis akad mudarabah di Pelabuhan Batang. 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang ditentukan dalam analisis adalah sumber dari 

mana data dapat diakses. Ringkasan data yang digunakan peneliti 

terbagi menjadi dua ringkasan, yaitu: 

 

a. Sumber Data Primer  

                                                           
18

 Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 ), 5. 
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Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli 

atau pertama. Sumber data yang diperoleh penulis dari lapangan 

atau langsung dari sumber utamanya, yaitu pemilik kapal dan 

nelayan, adalah data yang terdiri dari keterangan hasil bila 

terdapat risiko dan hasil yang merupakan hasil pembebanan kapal 

ke nelayan di Pelabuhan Batang.  

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang telah dihasilkan 

dalam format yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti dokumen 

yang telah diterbitkan atau yang telah disiapkan dan 

didistribusikan oleh organisasi lain.
19

 Ringkasan data mungkin 

berasal dari sumber internal atau eksternal. Sumber informasi 

utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, 

dokumen, artikel atau internet, dan sumber lain yang relevan 

dengan topik yang dibahas, yaitu materi yang memberikan rincian 

tentang kerja sama dengan sistem bagi hasil antara pemilik kapal 

dan nelayan dalam analisis Akad Mudarabah di Pelabuhan 

Batang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan secara perlahan dan sengaja dengan 

cara menghubungi responden baik melalui wawancara (interview), 

observasi maupun melalui dokumentasi.
20

 Pengumpulan data 

                                                           
19

 Juliansyah Noor, “Metodologi Penelitian” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), 156. 
20

 J. Supranto, “Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran” (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 

Universitas Indonesia, 1981), 10. 
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dilakukan di lokasi yang sama dengan pengumpulan data, sehingga 

perlu ditentukan apa yang dikumpulkan. Dalam penelitian apa pun, 

langkah pertama dan satu-satunya yang harus dilakukan peneliti 

adalah mengumpulkan data. Data yang terbukti benar dikumpulkan 

selama wawancara secara objektif. Beberapa teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data tertulis, antara lain: 

a. Metode Interview/ Wawancara  

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara 

dengan pemilik kapal dan nelayan di Pelabuhan Batang. Maka 

metode interview/wawancara yaitu suatu proses yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi secara perlahan dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden.
21

 Studi saat ini 

memanfaatkan wawancara mendalam atau non-struktural. 

Tujuan metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi 

spesifik dari setiap responden dalam format yang dapat 

digunakan, tetapi penggunaannya konsisten dengan kepribadian 

masing-masing responden.
22

  

b. Metode Observasi 

Teknik observasi adalah proses pencatatan pola perilaku 

subjek (orang), objek (benda), atau kejadian secara sistematis 

tanpa mengajukan pertanyaan atau berbicara dengan subjek yang 

                                                           
21

 P. Joko Subagyo, “Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Cet. 4”  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004), 39. 
22

 Deddy Masulyana, “Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet.7” (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2010), 181. 
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diteliti.
23

 Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mencatat suatu 

peristiwa, tetapi juga membahas bagaimana nelayan dan pemilik 

kapal bekerja sama di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Batang. 

Metode pengamatan ini memungkinkan untuk melihat dan 

mengamati sendiri kemudian mencatat peristiwa sebagaimana 

terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, aktivitas ini 

memerhatikan dan mengamati bagaimana praktik kerja sama 

antara nelayan dan pemilik kapal dilaksanakan. Metode 

observasi ini memungkinkan peneliti untuk secara langsung 

mencatat tindakan kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal 

di Pelabuhan Batang dan melihat dampak dari tindakan kerja 

sama tersebut. 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto yaitu 

suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sumber tertulis 

atau dokumen berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya.
24

 Dengan menggali data sekunder 

yang didokumentasikan, dokumentasi dimaksudkan untuk 

membantu pengumpulan data dari wilayah penelitian. Dokumen 

yang relevan dapat termasuk surat-surat, peraturan perundang-

undangan atau kebijakan yang relevan, notulen serta dokumen 

resmi dari instansi terkait milik nelayan ataupun pemilik kapal di 

Pelabuhan Batang. 

                                                           
23

 Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, “Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian” (Yogyakarta: Andi, 2010), 171 
24

 Suharsimi Arikunto , “Prosedur Penelitian” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006 ), 231. 



18 
 

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data berkaitan dengan memanipulasi data, mengamati 

pola, membuatnya menjadi item yang dapat ditransfer, memahami apa 

yang penting dan apa yang telah dipelajari, dan mengantisipasi apa 

yang akan dibagikan dengan orang lain.
25

 Berdasarkan bukti-bukti di 

atas, analisis data penelitian saat ini termasuk dalam kategori 

penelitian kualitatif longitudinal dengan fokus deskriptif. Secara 

umum, penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman yang 

mendasar tentang masalah yang dihadapi.
26

 

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif untuk 

menganalisis data, yaitu suatu metode berfikir yang berasal dari fakta-

fakta tersebut khusus dan ditarik kedalam generalisasi yang memiliki 

sifat umum. Dengan kata lain, akal sehat yang diambil dari fakta atau 

orang yang bersangkutan. Segala jenis pengecekan fakta yang peneliti 

gunakan untuk membahas temuan di akhir penelitian dikenal sebagai 

pengecekan fakta berbasis induktivity, yang mengacu pada pengecekan 

fakta spesifik yang didasarkan pada fakta terfokus dan konkret, secara 

generalisasi yang mempunyai sifat umum.
27

 Kemudian diambil 

kesimpulan tentang Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik 

Kapal di Pelabuhan Batang dalam Analisis Akad Mudharabah. 

H. Sistematika Penulisan 

                                                           
25

 Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi” (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2009), 248. 
26

 Muhammad, “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), 89. 
27

 Sutrisno Hadi, “Metode Reaseach Jilid 1” , (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, Universitas 

Gajah Mada, 1984) , 40 - 42. 
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Penulisan tersebut disusun untuk memberikan konsep secara jelas 

tentang poin-poin yang dibuat dalam penulisan skripsi, dengan setiap 

paragraf terfokus pada satu poin yang jelas tetapi tidak memaksa, 

sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teori, Penelitian yang Releven, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan, yang bertujuan untuk memperkenalkan 

pembaca kepada pokok bahasan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini. 

BAB II : ini berisi tentang kerangka teori diantaranya mengenai  Akad 

Mudᾱrabah yang terdiri dari Pengertian Akad, Landasan 

Hukum Akad, bentuk-bentuk Akad, pengertian Mudᾱrabah, 

dasar hukum Mudᾱrabah, rukun dan syarat Mudᾱrabah, 

macam-macam Mudᾱrabah, Hukum Mudᾱrabah, Risiko 

Kerugian pada Mudᾱrabah, Berakhirnya akad Mudᾱrabah, 

Hikmah Mudᾱrabah, Konsep Bagi Hasil dalam Mudᾱrabah, 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Mudᾱrabah, Teori 

Asas Hukum Ekonomi Syariah. 

BAB III : Pada bab ini membabahas tentang gambaran umum 

Pelabuhan Batang, hak dan kewajiban pemilik kapal terhadap 

nelayan dalam kerja sama bagi hasil, hak dan kewajiban 

nelayan terhadap pemilik kapal dalam kerja sama bagi hasil, 

praktik kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal 
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di Pelabuhan Batang. 

BAB IV : Pada bab ini akan disajikan data dan hasil penelitian, hasil 

penelitian ini akan membahas analisis praktik kerja sama bagi 

hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang 

serta analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi 

hasil yang berlaku dalam kerja sama antara nelayan dan 

Pemilik Kapal di Pelabuhan Batang. 

BAB V : Penutup berisikan simpulan serta saran. Pada bab ini akan 

menbahas tentang rangkaian ksluruhan dari bab-bab 

sebelumnya. Sehingga dapat memperjelas jawaban dari 

persoalan yang dikaji dan saran-saran penulis dengan 

mengembangkan keilmuan agar mencapai hal-hal yang lebih 

baik dan maju. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Hasil penelitian dan pembahasan terkait bagi hasil antara nelayan 

dan pemilik kapal dalam analisis akad mudarabah, peneliti dapat 

menyimpulan:  

1. Praktik kerja sama yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di 

Pelabuhan Batang ada yang menggunakan perjanjian secara lisan dan ada 

juga yang menggunakan perjanjian secara tertulis. Namun, lebih banyak 

yang menggunakan perjanjian secara lisan saja. Karena kapal di 

Pelabuhan Batang ini lebih banyak yang berukuran di bawah 30 GT. 

Perjianjian lisan yang dimaksud ini yaitu perjanjian yang berdasarkan 

tradisi secara turun temurun masyarakat sekitar.  Kerja sama bagi hasil 

antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Batang dianggap belum 

semuanya adil atau belum sesuai akad mudarabah karena masih ada 

pemilik kapal yang membebankan resiko kerugian ditanggung bersama. 

Tentu saja hal ini memberatkan nelayan, karena nelayan menanggung 

jasa perbaikan jika terjadi kerusakan. Sedangkan pemilik kapal hanya 

menyediakan kapal, alat tangkap dan modal awal berupa perbekalan 

mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dari nelayan. Hal ini tidak 

sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam berakad. Namun 

jika dianalisis berdasarkan pemaparan dari landasan teori diatas, 

perjanjian kerja sama ini diperbolehkan. Karena tidak adanya unsur 
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paksaan. Mereka melakukan akad kerja sama ini secara suka rela. 

Sehingga telah dianggap bahwa itu merupakan hal yang biasa dan telah 

menjadi kebiasaan atau adat istiadat. 

2. Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil yang berlaku dalam 

kerja sama antara pemilik dan nelayan di Pelabuhan Batang, hukumnya 

ialah syaratnya batal tetapi akadnya sah. Karena menurut ulama 

Hanafiyah apabila terdapat syarat yang tidak menyebabkan 

ketidakjelasan keuntungan maka syaratnya batal tetapi akadnya sah. 

Seperti jika pihak pemilik kapal mensyaratkan agar kerugian menjadi 

tanggung jawab nelayan atau keduanya. Syarat ini batal dan akadnya 

tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal mudarabah menjadi 

tanggung jawab pemilik kapal. Syarat ini tidak berpengaruh pada hukum 

akad mudarabah karena tidak menyebabkan terjadinya ketidakjelasan 

keuntungan yang menjadi rukun dalam mudarabah. Seperti yang sudah 

dipaparkan sebelumnya, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya 

dianggap sebagai syarat fasid karena dalam akad mudarabah, kerugian 

dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi 

tanggungan pemilik modal.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian akan menyampaikan 

saran-saran agar kedepannya  menjadi lebih baik diantaranya: 

1. Dalam melakukan perjanjian ini sebaiknya dilakukan dengan perjanjian 

tertulis semuanya. Walaupun perjanjian secara lisan itu sah, akan tetapi 
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perjanjian secara tertulis lebih mengikat secara hukum. Selain itu 

perjanjian tertulis bisa dijadikan bukti jika terjadi peristiwa diluar dugaan.  

2. Kerugian yang bukan karena kelalaian nelayan sebaiknya pemilik kapal 

tidak membebankan resiko kerugian usahanya kepada nelayan.  
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